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BAB V 
KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam 
skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab UNSC 
belum mampu memberikan keputusan yang tegas terkait 
kekerasan dan juga indikasi crimes against humanity 
disebabkan oleh adanya blockade yang dilakukan oleh Cina 
dan Rusia sebagai aliansi Pemerintah Myanmar.Sepanjang 
kasus kekerasan dalam Krisis Myanmar terhadap Rohingya 
semenjak tahun 2012 hingga sekarang, Cina dan Rusia 
berulangkali memblokade keputusan UNSC.Jastisifikasi 
bahwa Krisis Myanmar merupakan bagian dari “krisis internal” 
menjadi landasan penolakan Rusia dan Cina untuk menyutujui 
adanya intervensi baik itu dengan menekan menggunakan 
sanksi ataupun merekomendasikan kasus ini ke ICC. Hal ini 
dikarenakan meskipun tidak mau mengakuinya, China 
mempunyai kepentingan ekonomi dan juga keamanan 
perbatasan di Rakhine 

 Dalam menentukan dikeluarkannya kebijakan terkait 
isu ini, terjadi kompromi antara kubu pro- Pemeritah Myanmar, 
Kubu Tengah dan, Kubu Pro- Rohingnya.Pada pembahasan 
formal 28 September pasca gelombang ledakan kekerasan dan 
crimes against humanity pada tanggal 25 Agustus tersebut, 
Kubu Pro- Pemerintah Myanmar alat yang kuat sebagai daya 
tawar yang baik dari pada Kubu Pro- Rohingya.Mereka 
menggunakan blockade dengan menggunakan pocket veto, 
yaitu ancaman penggunaan hak veto bila ada draft resolusi 
mengalamatkan tuduhan terhadap Pemerintah Myanmar. 
Dengan demikian, meskipun draft diperkenalkan oleh Presiden, 
namun tetap tidak akan lolos. 

 Bukti yang ditunjukkan oleh beragam organisasi hak 
asasi manusia telah menunjukkan adanya perilaku crimes 
agaits humanity dilakukan kepada Suku Rohingya oleh militer 
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Myanmar berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, 
deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau 
perampasan berat lainnya dari kebebasan fisik yang melanggar 
aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan, 
kekerasan seksual; penganiayaan terhadap kelompok atau 
kolektivitas yang dapat diidentifikasi pada politik, ras, 
nasional, etnis, budaya, agama, gender dan juga penghilangan 
paksa. Meskipun demikian, adanya penyalahgunaan hak veto 
oleh Cina dan Rusia untuk melindungi kepentingan diri sendiri 
dan kepentingan negara aliasinya yaitu Myanmar, 
menyebabkan krisis ini mengalami stagnasi. 

 Adanya  penelitian tentang Politisasi dalam 
Birokratik di UNSC terkait isu Krisis Myanmar ini menambah 
kontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional 
Melalui pembahasan dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa 
dalam proses pembuatan keputusan UNSC dalam merespon 
suatu isu, pasti terdapat kepentingan yang dimasukkan 
didalamnya. Sehingga kita juga mengetahui bahwa biasanya 
UNSC akan lebih mudah mengeluarkan kebijakan jika semua 
anggota UNSC memiliki kepentingan yang sama atau justru 
tidak memiliki kepentingan sama sekali. Sementara itu, 
biasanya jika negara anggota terutama negara tetap memiliki 
kepentingan dan prespektive yang berbeda seperti yang terjadi 
pada Krisis Myanmar  ini, maka untuk menghasilkan 
kesepakatan dibutuhkan waktu yang sangat lama.  Hal ini 
disebabkan oleh proses tawar- menawar sulit mencapai kata 
sepakat 

 


